
BUPATI PACITAN 
PROVINSIJAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 36 TAHUN 2 0 2 0 

TENTANG 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, 
S E R T A TATA K E R J A BADAN KEUANGAN DAN A S E T DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan te lah d i te tapkannya Peraturan 
Menter i Dalam Negeri Nomor 5 T a h u n 2017 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Peraturan 
Peraturan Daerah Nomor 1 T a h u n 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pacitan, mengakibatkan perubahan nomenk la tur Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka Peraturan 
Bupa t i Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan 
Fungsi , Susunan Organisasi serta tata kerja Badan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan 
per lu digant i ; 

b. bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a, per lu menetapkan Peraturan Bupa t i tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, serta 
Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Pacitan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa ka l i d iubah terakhi r dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah 
d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
Lembaran Negara T a h u n 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5887); 

3. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 



4. Peraturan Daerah Nomor 4 T a h u n 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2020 Nomor 1) ; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN 
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA K E R J A BADAN 
KEUANGAN DAN A S E T DAERAH KABUPATEN PACITAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
c. Bupa t i adalah Bupat i Pacitan. 
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan. 
e. Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan. 
f. Un i t Pelaksana Teknis Badan selanjutnya dis ingkat UPT Badan adalah Uni t 

Pelaksana Teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 2 

(1) Badan berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Bupa t i mela lu i 
Sekretaris Daerah. 

(2) Badan d ip imp in oleh Kepala Badan. 

Pasal 3 

Badan mempunya i tugas membantu Bupa t i melaksanakan fungsi penunjang 
keuangan yang me l iput i anggaran dan perbendaharaan, akuntans i dan kas 
daerah, pengelolaan barang m i l i k daerah, serta tugas pembantuan yang 
d iber ikan kepada kabupaten. 

Pasal 4 

Badan da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebi jakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta 
pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang anggaran dan 
perbendaharaan; 

b. penyusunan kebi jakan teknis , pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis , serta 
pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang akuntans i dan kas 
daerah; 



c. penyusunan kebi jakan teknis , pelaksanaan tugas dukungan teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta 
pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pengelolaan barang 
mi l i k daerah; 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Bupa t i sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 5 

Susunan organisasi Badan terd ir i dar i : 
a. Sekretariat; 
b. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan ; 
c. Bidang Akun tans i dan Kas Daerah; 
d. Bidang Pengelolaan Barang Mi l i k Daerah; 
e. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan 
f. UPT Badan. 

BAB I I I 
S E K R E T A R I A T 

Bagian Kesa tu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 6 

(1) Sekretariat berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
(2) Sekretariat d ip imp in oleh Sekretaris. 

P a s a l 7 

Sekretariat mempunya i tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan 
kegiatan, pembinaan dan pemberian d u k u n g a n pelayanan admimst ra t i f j a n g 
me l iput i u m u m dan kepegawaian, serta program dan keuangan keuangan kepada 
se luruh u n i t organisasi d i l ingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah. 

Pasal 8 

Sekretariat da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 7, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan; 
b. pemberian dukungan pelayanan adminis tras i u m u m dan kepegawaian; 
c. penyiapan dan penyediaan bahan fasil itasi pengembangan Sistem Informasi 

Keuangan Daerah; 
d. pemberian d u k u n g a n pelayanan administras i program dan keuangan; dan 
e. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 9 

Sekretariat, t e rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian; dan 
b. Sub Bagian Program dan Keuangan. 



Bagian Ketiga 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 10 

(1) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. 

(2) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat yang terkai t dengan u m u m dan kepegawaian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan u rusan surat menyurat ; 
b. me lakukan u rusan kearsipan dan ekspedisi; 
c. mengelola u rusan r u m a h tangga, perlengkapan dan pengelolaan aset 

perangkat daerah; 
d. mengelola informasi dan dokumentas i ; 
e. me lakukan pengelolaan u rusan admin is t ras i kepegawaian, pembinaan 

j aba tan fungsional; 
f. me lakukan evaluasi k iner ja Aparatur Sipi l Negara; dan 
g. melaksanakan tugas-tugas la in yang d iber ikan oleh Sekretaris Badan. 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Program dan Keuangan 

Pasal 12 

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris badan. 

(2) Sub Bagian Program dan Keuangan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 13 

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat yang terkai t dengan program dan keuangan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Perangkat 

Daerah; 
b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja 

Perangkat Daerah; 
c. koordinasi penyelenggaraan layanan d u k u n g a n kegiatan pengelolaan 

keuangan dan aset daerah; 
d. melaksanakan pelaporan tentang kiner ja program/kegiatan Perangkat 

Daerah; 
e. menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah; 
f. menyusun Dokumen Pengguna Anggara Perangkat Daerah; 
g. melaJcsanakan pengelolaan adminis t ras i keuangan berdasarkan 

j u k l a k / j u k n i s u n t u k ter t ibnya adminis t ras i keuangan; 
h. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik l isan 

m a u p u n ter tu l i s u n t u k memperoleh pe tun juk lebih lan jut ; 
i . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian 

mela lu i pertemuan/rapat u n t u k menya tukan pendapat; 
j . menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; 



k. meny iapkan dan menyediakan bahan fasil itasi pengembangan Sistem 
Informasi Keuangan Daerah; 

1. meny iapkan bahan tanggapan pemeriksaan; dan 
m. melaksanakan tugas-tugas la in yang d iber ikan oleh Sekretaris Badan 

BAB IV 
BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 14 

(1) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan d ip imp in oleh Kepala Bidang. 

Pasal 15 

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan melaksanakan sebagian tugas Badan yang 
me l iput i anggaran, perbendaharaan dan pembiayaan. 

Pasal 16 

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebi jakan teknis, pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis , serta 
pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang anggaran; 

b. penyusunan kebi jakan teknis, pelaksanaan tugas d u k u n g a n teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta 
pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perbendaharaan; 

c. penyusunan kebi jakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis , serta 
pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pembiayaan; dan 

d. pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh kepala badan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 17 

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terd i r i dar i : 
a. Sub Bidang Anggaran; 
b. Sub Bidang Perbendaharaan; dan 
c. Sub Bidang Pembiayaan. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Anggaran 

Pasal 18 

(1) Sub Bidang Anggaran berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Anggaran dan Perbendaharaan. 

(2) Sub Bidang Anggaran d ip imp in oleh Kepala Sub Bidang. 



Pasal 19 

(1) Sub Bidang Anggaran mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Anggaran dan Perbendaharaan yang terka i t dengan anggaran. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan pe tun juk teknis penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 
b. penyusunan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
c. meny iapkan dan melaksanakan penyusunan rancangan KUA dan PPAS 
d. menyiapkan dan menyediakan penyusunan rancangan KUPA/PPAS 

Perubahan 
e. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 
f. menyusun rancangan Peraturan B u p a t i tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 
g. menyusun anggaran kas; 
h . menyusun surat penyediaan dana; dan 
i . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan 

Perbendaharaan. 

Bagian Keempat 
Sub Bidang Perbendaharaan 

Pasal 20 

(1) Sub Bidang Perbendaharaan berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan. 

(2) Sub Bidang Perbendaharaan d ip imp in oleh Kepala Sub Bidang. 

Pasal 21 

(1) Sub Bidang Perbendaharaan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Anggaran dan Perbendaharaan yang terka i t dengan perbendaharaan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan registrasi atas Surat Perintah Membayar dan Surat 

Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; 
b. melaksanakan penel i t ian dan pengujian atas kelengkapan dan kebenaran 

Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; 
c. menerb i tkan Surat Perintah Pencairan Dana dan Daftar Penguji Surat 

Perintah Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 
sebagai dasar pencairan dana; 

d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai; 
e. melgiksanakan pemungutan , pemotongan dan menyetorkan potongan gaji 

pegawai, ba ik potongan l u r a n Wajib Pegawai, Tabungan Perumahan, 
J a m i n a n Kesehatan Nasional dan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji 
pegawai serta program J a m i n a n Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; 

f. melaksanakan pembinaan perbendaharaan; dan 
g. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan 

Perbendaharaan. 
Bagian Ke l ima 

Sub Bidang Pembiayaan 

Pasal 22 

(1) Sub Bidang Pembiayaan berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan. 



(2) Sub Bidang Pembiayaan d ip imp in oleh Kepala Sub Bidang. 

Pasal 23 

(1) Sub Bidang Pembiayaan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Anggaran dan Perbendaharaan yang terka i t dengan Pembiayaan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l ipu t i : 
a. mengumpu lkan dan menganalisis data pener imaan dan pengeluaran 

pembiayaan; 
b. melaksanakan koordinasi dan evaluasi pembiayaan daerah dan fasil itasi 

p iu tang daerah; 
c. mengumpulkan dan menganalisis data realisasi anggaran yang bersumber 

dar i dana yang sifatnya spesifik; dan 
d. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan 

Perbendaharaan. 

BAB V 
BIDANG AKUNTANSI DAN K A S D A E R A H 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 24 

(1) Bidang Akun tans i dan Kas Daerah berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang Akuntans i dan Kas Daerah d ip imp in oleh Kepala Bidang. 

Pasal 25 

Bidang Akun tans i dan Kas Daerah melaksanakan sebagian tugas Badan yang 
me l iput i akuntans i , kas daerah, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. 

Pasal 26 

Bidang Akun tans i dan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebi jakan teknis , pelaksanaan tugas dukungan teknis, 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta 
pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang akuntans i ; 

b. penyusunan kebi jakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta 
pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang kas daerah; 

c. penyusunan kebi jakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta 
pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang evaluasi pengelolaan 
keuangan daerah; dan 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh kepala badan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 2 7 

Bidang Akun tans i dan Kas Daerah terd i r i dar i ; 
a. Sub Bidang Akuntans i ; 
b. Sub Bidang Kas Daerah; dan 



c. Sub Bidang Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Akuntans i 

Pasal 28 

(1) Sub Bidang Akuntans i berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Akun tans i dan Kas Daerah. 

(2) Sub Bidang Akuntans i d ip imp in oleh Kepala Sub Bidang. 

Pasal 29 

(1) Sub Bidang Akuntans i mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Akun tans i dan Kas Daerah yang terkai t dengan akuntans i . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan akuntans i 

dan pelaporan keuangan daerah; 
b. meny iapkan dan melaksanakan proses akun tans i keuangan daerah 

sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c. melaksanakaan rekonsi l iasi laporan keuangan dalam rangka penyusunan 
laporan keuangan daerah; 

d. melaksanakan pembinaan da lam rangka penyusunan laporan keuangan 
daerah dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

e. meny iapkan bahan u n t u k penyusunan laporan keuangan daerah dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; dan 

f. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Akun tans i 
dan Kas Daerah. 

Bagian Keempat 
Sub Bidang Kas Daerah 

Pasal 30 

(1) Sub Bidang Kas Daerah berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Akuntans i dan Kas Daerah. 

(2) Sub Bidang Kas Daerah d ip imp in oleh Kepala Sub Bidang. 

Pasal 31 

(1) Sub Bidang Kas Daerah mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bidang akun tans i dan kas daerah yang terkai t dengan kas daerah. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menerb i tkan nota penerimaan dan pengeluaran dana kas daerah; 
b. melaksanaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran har ian kas 

daerah; 
c. pengelolaan penerimaan dana per imbangan dan Ia in- la in pendapatan 

daerah yang sah; 
d. melaksanakaan verif ikasi dan rekonsi l iasi Pajak Penghasilan atas Surat 

Perintah Pencairan Dana Langsung, potongan l u r a n Wajib Pegawai (gaji); 
e. melaksanakan rekonsi l iasi bank posisi kas daerah; 
f. melaksanakan rekonsi l iasi dan veri f ikasi data penerimaan dana 

per imbangan dan la in la in pendapatan daerah yang sah; 
g. meny iapkan adminis tras i penempatan dana kas daerah; dan 



h. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Akun tans i 
dan Kas Daerah. 

Bagian Ke l ima 
Sub Bidang Eh^ luas i Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 32 

(1) Sub Bidang Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akun tans i dan Kas Daerah. 

(2) Sub Bidang Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah d ip imp in oleh Kepala Sub 
Bidang. 

Pasal 33 

(1) Sub Bidang Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Akun tans i dan Kas Daerah terkai t 
dengan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah; 
b. mempers iapkan bahan penyusunan pe tun juk teknis pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
c. melaksanakan b imbingan teknis tentang pengelolaan adminis tras i 

keuangan daerah; 
d. melaksanaan evaluasi dan rekonsi l iasi pelaksanaan pertanggungjawaban 

fungsional keuangan; 
e. melaksanakan pengelolaan keuangan, verif ikasi dan fungsi akun tans i 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; 
f. meny iapkan bahan penyusunan laporan Keuangan Satuan Kerja 

Pengelola Keuangan Daerah; dan 
g. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Akun tans i 

dan Kas Daerah. 

BAB V I 
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MIL IK DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 34 

(1) Bidang Pengelolaan Barang M i l i k Daerah berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang Pengelolaan Barang Mi l i k Daerah d ip imp in oleh Kepala Bidang. 

Pasal 35 

Bidang Pengelolaan Barang Mi l i k Daerah melaksanakan sebagian tugas Badan 
yang me l iput i perencanaan dan pemanfaatan, pengamanan pemanfaatan, 
pemindahtanganan dan penatausahaan. 

Pasal 36 

Bidang Pengelolaan Barang Mi l ik Daerah da lam melaksanakan tugas 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi: 

a. pengoordinasian penyiapan bahan pert imbangan persetujuan dalam 
penyusunan rencana kebu tuhan barang m i l i k daerah; 



b. pengoordinasian penyiapan bahan pert imbangan persetujuan da lam 
penyusunan rencana kebu tuhan pemel iharaan/perawatan barang m i l i k 
daerah; 

c. pelaksanaan penatausahaan barang m i l i k daerah; 
d. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang mi l i k daerah; 
e. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administras i dan h u k u m 

barang m i l i k daerah; 
f. pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usu lan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang m i l i k daerah; 
g. pengoordinasian has i l peni la ian barang m i l i k daerah; 
h . penel i t ian dokumen usu lan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan 

penghapusan barang m i l i k daerah; 
i . pengoordinasian pelaksanaan rekonsi l iasi da lam rangka penyusunan 

laporan barang m i l i k daerah; 
j . pengoordinasian penyusunan dan pengh impunan laporan barang m i l i k 

daerah dar i Perangkat Daerah; dan 
k. pengoordinasian dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang m i l i k 

daerah. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 3 7 

Bidang Pengelolaan Barang Mi l i k Daerah terd i r i da r i ; 
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan; 
b. Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan; dan 
c. Sub Bidang Penatausahaan. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan 

Pasal 38 

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Mi l i k Daerah. 

(2) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan d ip imp in oleh Kepala Sub Bidang. 

Pasal 39 

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Pengelolaan Barang Mi l ik Daerah yang terka i t dengan 
Perencanaan dan Pemanfaatan. 

(2) Tugas sebagaimana dimaJksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menel i t i bahan pert imbangan persetujuan dalam penyusunan rencana 

k e b u t u h a n barang m i l i k daerah; 
b. menel i t i bahan pert imbangan persetujuan da lam penyusunan rencana 

k e b u t u h a n pemel iharaan/perawatan barang m i l i k daerah; 
c. menel i t i dokumen pengajuan usu lan pemanfaatan barang m i l i k daerah; 
d. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang m i l i k daerah; 
e. menyiapkan konsep berita acara serah ter ima atas penggunaan barang 

m i l i k daerah; 
f. meny iapkan dokumen hasi l peni la ian barang m i l i k daerah dalam rangka 

pemanfaatan barang m i l i k daerah; 
g. melaksanakan pengadaan barang m i l i k daerah yang bersifat khusus ; dan 
h . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan 

Barang M i l i k Daerah. 



Bagian Keempat 
Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan 

Pasal 40 

(1) Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Mi l ik Daerah. 

(2) Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan d ip imp in oleh Kepala Sub 
Bidang. 

Pasal 41 

(1) Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Barang Mi l ik Daerah yang 
terkai t dengan Pengamanan dan Pemindahtanganan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan moni tor ing dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan 

barang m i l i k daerah; 
b. meny impan dokumen asli kepemi l ikan barang mi l i k daerah; 
c. menel i t i dokumen pengajuan usu lan pemindahtanganan barang m i l i k 

daerah; 
d. meny iapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang m i l i k 

daerah; 
e. menel i t i dokumen pengajuan usu lan pemusnahan barang m i l i k daerah; 
f. meny iapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang mi l i k daerah; 
g. menel i t i dokumen pengajuan usu lan penghapusan barang mi l i k daerah; 
h . meny iapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang m i l i k daerah; 
i . menyiapkan dokumen hasi l peni la ian barang m i l i k daerah da lam rangka 

pemindahtanganan barang m i l i k daerah; dan 
j . melaksanakan tugas la in dar i kepala Bidang Pengelolaan Barang Mi l ik 

Daerah. 

Bagian Ke l ima 
Sub Bidang Penatausahaan 

Pasal 42 

(1) Sub Bidang Penatausahaan berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Mi l i k Daerah. 

(2) Sub Bidang Penatausahaan d ip imp in oleh Kepala Sub Bidang. 

Pasal 43 

(1) Sub Bidang Penatausahaan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Pengelolaan Barang Mi l i k Daerah yang terka i t dengan Penatausahaan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan pencatatan barang m i l i k daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan yang d iserahkan dar i Perangkat Daerah; 
b. meny iapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang mi l i k daerah; 
c. mengh impun dan me lakukan pencatatan has i l peni laian barang m i l i k 

daerah da lam rangka penyusunan neraca pemer intah daerah; 
d. melaksanakan rekonsil iasi da lam rangka penyusunan laporan barang m i l i k 

daerah dengan pengurus barang Perangkat daerah, pelaksana akun tans i 
Perangkat daerah dan bidang akun tans i ; 

e. mengh impun laporan has i l pemel iharaan dar i Perangkat Daerah; 
f. melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemel iharaan barang m i l i k 

daerah; 
g. mengh impun dan menyusun laporan barang m i l i k daerah dalam rangka 

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; 



h. menel i t i u su l an penetapan status penggunaan barang mi l i k daerah; 
i . meny iapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang 

m i l i k daerah; dan 
j . melaksanakan tugas la in dar i Kepala Bidang Pengelolaan Barang Mi l i k 

Daerah. 

BAB V I I 

K E L O M P O K JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 44 
(1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara 

langsung kepada pejabat p imp inan t inggi pratama, pejabat administrator , 
atau pejabat pengawas yang memi l ik i keterka i tan dengan pelaksanaan tugas 
JF. 

(2) Pejabat fungsional memi l i k i tugas member ikan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahl ian dan keterampi lan ter tentu . 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terd i r i dar i ; 
a. pejabat fungsional keahl ian; dan 
b. pejabat fungsional ke t rampi lan . 

(4) Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
d ikoord in i r oleh seorang tenaga fungsional senior yang d i t u n j u k d iantara 
tenaga fungsional. 

(5) J u m l a h tenaga fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan 
sesuai k ebu tuhan dan beban kerja. 

BAB VI I I 
UPT BADAN 

Pasal 45 

(1) Pada Badan dapat d iben tuk UPT Badan u n t u k melaksanakan kegiatan teknis 
operasional a tau kegiatan teknis penunjang te r tentu . 

(2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, serta 
Tata Kerja UPT Badan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan 
dengan Peraturan Bupa t i tersendir i . 

BAB IX 
TATA K E R J A 

Pasal 46 

Dalam ha l Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala 
Badan d i laksanakan oleh Pejabat yang d i t u n j u k oleh Bupat i . 

Pasal 4 7 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap p imp inan u n i t kerja dan kelompok 
j aba tan fungsional wajib menerapkan pr ins ip koordinasi , integrasi dan 
s inkronisasi ba ik da lam l ingkungan masing-masing m a u p u n antar u n i t kerja 
d i l ingkungan perangkat daerah serta dengan instans i la in di luar organisasi 
perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap p imp inan u n i t kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan 
bi la terjadi penyimpangan agar mengambi l langkah- langkah yang d iper lukan 
sesuai dengan pera turan perundang-undangan yang ber laku. 

(3) Setiap p imp inan u n i t kerja bertanggung jawab memimp in dan 
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan member ikan b imbingan 
serta pe tun juk-pe tun juk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 



(4) Setiap p imp inan u n i t kerja wajib meng ikut i dan mematuh i pe tun juk-pe tun juk 
dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan 
laporan berkala tepat pada waktunya . 

(5) Setiap laporan yang d i ter ima oleh p imp inan dar i bawahan, wajib diolah dan 
d ipergunakan sebagai bahan u n t u k penyusunan laporan lebih lan jut dan 
u n t u k member ikan pe tun juk-pe tun juk kepada bawahan. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan 
laporan wajib d isampaikan pu la kepada organisasi perangkat daerah la in 
yang secara fungsional mempunycd h u b u n g a n kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap p imp inan u n i t kerja d iban tu oleh 
kepala u n i t kerja d i bawahnya dan da lam rangka pemberian b imbingan 
kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

B A B X 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 48 

Bagan S t r u k t u r Organisasi Badan sebagaimana t e rcantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupat i m i . 

BAB X I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 49 

(1) Nomenklatur dan nama j aba tan padan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten 
Pacitan tetap mengacu pada Peraturan Bupa t i Nomor 76 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi serta tata kerja 
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan sampai 
dengan pe lant ikan pejabat ba ru sesuai dengan Peraturan Bupat i m i . 

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan 
Peraturan Bupa t i Nomor 76 T a h u n 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan 
Fungsi, Susunan Organisasi serta ta ta kerja Badan Pengelolaan Keuangan 
Dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan sampai dengan pe lant ikan pejabat baru 
sesuai dengan Peraturan Bupat i i n i . 

BAB X I I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 50 

Pada saat Peraturan Bupat i in i mu l a i ber laku, maka Peraturan Bupat i Nomor 76 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi serta 
ta ta kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan, 
d icabut dan d inyatakan t idak ber laku lagi 



Pasal 51 

Peraturan Bupa t i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya dalam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 25 - 5 - 2 0 2 0 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 25 Mei 2020 

S E K R E T A R I S DAERAH 
K A B U B ^ E N PACITAN 

Dr. Ir. H E R U WIWOHO SP. M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19670716 199202 1 002 
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